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Abstrak Catatan Artikel

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa merupakan indikator ~ Dikirim: 03 Agustus 2025
penting tata kelola yang inklusif, namun di banyak desa, termasuk Desa Wangandalem,  Direvisi: 20 September 2025
Kabupaten Brebes, partisipasi warga dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa  Diterima: 31 September 2025
(RKPDes) masih bersifat formal dan belum mencerminkan kebutuhan masyarakat secara

substantif. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas partisipatif =~ Kata Kunci

masyarakat dan aparatur desa melalui pendampingan penyusunan RKPDes berbasis ~ RKPDes, Partisipasi,
kolaborasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif-kolaboratif dengan ~ Pemberdayaan, Pendampingan,
fasilitasi musyawarah desa, pelatihan teknis penyusunan RKPDes, pemetaan potensi  Desa.

desa berbasis komunitas, dan diskusi kelompok terfokus. Hasil kegiatan menunjukkan

adanya peningkatan keterlibatan kelompok perempuan, pemuda, dan pelaku UMKM,

berkurangnya dominasi elit lokal dalam forum musyawarah, serta meningkatnya akurasi

data potensi desa melalui keterlibatan aktif Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

(KPMD). Draft RKPDes yang dihasilkan lebih representatif dan kontekstual, mencakup

prioritas baru seperti pengembangan pertanian organik, pelathan UMKM, dan

infrastruktur dasar. Kegiatan ini juga memperkuat kapasitas hukum dan teknis warga desa

melalui peran akademisi sebagai fasilitator dan katalisator perubahan sosial.

Kesimpulannya, model pendampingan partisipatif tidak hanya memperbaiki kualitas

dokumen perencanaan desa, tetapi juga mendorong budaya musyawarah yang lebih

demokratis serta berpotensi menciptakan keberlanjutan pembangunan yang berkeadilan

di tingkat lokal.

d. '} https://doi.org/10.69812/jpn.v2i3.154 Artikel akses terbuka di bawah CC-BY-SA License.

Pendahuluan

Dalam strategi pembangunan nasional, pembangunan desa merupakan komponen penting yang
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, berpartisipasi, dan
berkelanjutan. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa
dapat merencanakan dan menerapkan pembangunan melalui mekanisme perencanaan berbasis
partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), yang berfungsi sebagai dasar bagi
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), merupakan salah satu instrumen
penting dalam sistem tersebut.

Namun, pelibatan masyarakat dalam proses ini masih bersifat formalitas di banyak tempat,
termasuk Desa Wangandalem. Dana Desa pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong partisipasi
dan memperkuat masyarakat selama proses perencanaan serta pertanggungjawaban pembangunan
desa (Provinsi Brebes, 2018; Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020). Oleh karena itu, RKPDes
seharusnya berfungsi sebagai media terbuka dan berkelanjutan bagi warga desa untuk
mengkomunikasikan kebutuhan, potensi, dan aspirasi pembangunan.

Desa Wangandalem terletak di Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, dengan potensi ekonomi
yang bergantung pada pertanian dan usaha kecil. Namun demikian, dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya, partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan RKPDes masih rendah dan tidak merata,
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terutama dari kalangan perempuan, pemuda, dan pelaku ekonomi lokal. Data yang dikumpulkan oleh
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Brebes pada tahun 2023 menunjukkan
bahwa hanya sekitar 30 hingga 40% peserta Musyawarah Desa (Musdes) benar-benar mewakili aspirasi
warga, sementara sisanya didominasi aparat desa dan tokoh masyarakat tertentu. Hal ini menunjukkan
bahwa masyarakat masih belum dapat berpartisipasi penuh dalam diskusi strategis yang berkontribusi
pada pengambilan keputusan pembangunan desa (Dinas PMD Kabupaten Brebes, 2023).

Masalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan RKPDes tidak hanya terjadi di
Kabupaten Brebes. Sejumlah penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan perencanaan
partisipatif masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas masyarakat, kekurangan
informasi, dan dominasi elit lokal dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian di Desa Gandaria,
Gorontalo, menunjukkan bahwa lembaga pendidikan tinggi dapat memberikan pendampingan teknis
yang berpotensi meningkatkan partisipasi warga dan pemahaman tentang pentingnya dokumen
perencanaan desa (Rohandi & Husain, 2022).

Fenomena ini diperkuat oleh temuan penelitian lainnya. Partisipasi masyarakat dalam
perencanaan desa di tingkat nasional masih cenderung pasif, dengan warga lebih banyak berperan
sebagai pelengkap administratif daripada pengambil keputusan (Sakir, 2024). Ketidakjelasan, dominasi
kelompok tertentu, dan ketidaksepakatan warga menyebabkan pemberdayaan berbasis Dana Desa
kurang efektif (Siribun et al., 2024). Di Desa Krangkong, Bojonegoro, RKPDes yang difasilitasi secara
sistematis terbukti lebih inklusif dan mampu melibatkan kelompok rentan (Megawati et al., 2024).

Selain itu, pemetaan potensi desa berbasis komunitas menjadi aspek penting dalam
menciptakan program pembangunan prioritas (Kartikawati et al., 2024). Studi di Desa Popisi, Sulawesi
Tengah, menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan terstruktur dapat meningkatkan kemampuan
perangkat desa serta ruang partisipasi masyarakat (Amane et al., 2023). Sebaliknya, penelitian lain
menekankan bahwa keterbukaan dalam proses musyawarah serta interaksi setara antara aparat desa
dan warga sangat menentukan keberhasilan penyusunan RKPDes (Rahmah et al., 2024).

Meskipun banyak penelitian menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan
RKPDes, sebagian besar hanya menekankan aspek teoritis atau deskriptif dari proses perencanaan.
Masih sedikit penelitian yang menelaah model pendampingan partisipatif berbasis pemberdayaan
masyarakat, khususnya dalam konteks desa-desa di Jawa Tengah, terutama di Kabupaten Brebes.
Belum ada penelitian yang secara mendalam mengevaluasi efektivitas pendekatan pendampingan
berbasis komunitas dalam mengatasi kendala struktural yang membatasi partisipasi masyarakat desa
dalam pembentukan RKPDes. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk menjawab
celah pengetahuan tersebut (Gap penelitian).

Berdasarkan observasi lapangan dan diskusi dengan mitra, pemerintah Desa Wangandalem
menghadapi sejumlah permasalahan utama, di antaranya rendahnya keterampilan teknis aparat desa
dalam memfasilitasi Musdes, tidak adanya dokumentasi potensi desa yang akurat, serta ketiadaan
sistem pelibatan warga berbasis data. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat tentang peran
strategis RKPDes dalam menentukan arah pembangunan desa menyebabkan partisipasi mereka di
forum Musdes masih terbatas.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan membantu masyarakat dan pemerintah Desa Wangandalem
melalui pelatihan teknis, fasilitasi Musdes partisipatif, serta pemetaan potensi desa berbasis komunitas.
Dalam pendekatan ini, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) berperan sebagai fasilitator lokal
untuk memastikan adanya keterlibatan aktif warga. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas
dokumen RKPDes serta memperkuat kapasitas kelembagaan desa dalam merancang pembangunan
yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Secara khusus, tujuan kegiatan pengabdian ini adalah memberikan gambaran mengenai metode
pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan penyusunan RKPDes partisipatif di Desa
Wangandalem, sekaligus mengevaluasi dampaknya terhadap peningkatan kapasitas partisipasi
masyarakat dan kualitas dokumen perencanaan. Hasil kegiatan diharapkan memberi kontribusi teoritis
bagi literatur pembangunan partisipatif di tingkat desa serta menawarkan implikasi praktis bagi tata kelola
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pembangunan yang berorientasi kebutuhan lokal. Selain itu, hasil ini juga berpotensi mendukung
kebijakan pemerintah daerah dan lembaga pendamping desa dalam merancang intervensi serupa di
wilayah lain.

Metode

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif-kolaboratif melalui
pendekatan pendampingan aktif. Pendekatan ini menggabungkan pemetaan potensi berbasis data,
musyawarah desa, dan pelatihan teknis (Chambers, 1997). Pendekatan pendampingan partisipatif
(Partisipatory Rural Appraisal-PRA) mengutamakan masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan. Desa Wangandalem, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah,
adalah salah satu desa dengan potensi sosial dan ekonomi yang luar biasa. Namun, masyarakat masih
kurang terlibat dalam penyusunan RKPDes. Hasil observasi awal dan kerja sama dengan Pemerintah
Desa Wangandalem dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Brebes membuat
lokasi ini dipilih.

Panduan fasilitasi Musyawarah Desa (Musdes) berbasis kelompok dan modul pelatihan
penyusunan RKPDes partisipatif adalah alat utama yang digunakan dalam kegiatan ini. Observasi
dilakukan selama pelatihan KPMD dan Musdes. Gambar 1 menunjukkan alur pelaksanaan pengabdian
yang disusun dalam lima tahap.

Koordinasi awal dan pemetaan kebutuhan mitra

4

Pelatihan teknis penyusunan RKPDes untuk KPMD dan Aparat Desa

4

Fasilitasi Musde dan Pemetaan Potensi Partisipatif

¥

Penyusunan Draft RPKDes berbasis Aspirasi dan Data

\

Penyusunan Draft RPKDes berbasis Aspirasi dan Data

Gambar 1. Alur Pendampingan Penyusunan RKPDes Partisipatif di Desa Wangandalem
Sumber : Penulis

Pendekatan pendampingan ini dirancang secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap
tahapan kegiatan benar-benar melibatkan peran aktif masyarakat, bukan sekadar formalitas partisipasi.
Prinsip utama yang digunakan adalah menggeser posisi masyarakat dari sekadar objek pembangunan
menjadi subjek yang berdaya dan mampu menentukan arah pembangunan desa mereka sendiri. Oleh
karena itu, setiap kegiatan, mulai dari koordinasi awal, pelatihan teknis, fasilitasi musyawarah desa
(Musdes), hingga penyusunan draft RKPDes, dirancang dengan menekankan keterlibatan kelompok
rentan, seperti perempuan, pemuda, dan pelaku usaha kecil. Dengan pola ini, kapasitas lokal diperkuat
agar desa memiliki kemampuan untuk melanjutkan proses partisipatif secara mandiri di tahun-tahun
berikutnya, tanpa selalu bergantung pada intervensi eksternal.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh tim pengabdi dari Universitas Pancasakti Tegal yang tidak
hanya berperan sebagai fasilitator teknis, tetapi juga sebagai katalisator transformasi sosial. Supervisi
langsung oleh penulis memperkuat dimensi akademik sekaligus praktik, karena penulis berperan dalam
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merancang strategi intervensi, memberikan pelatihan hukum dan teknis, serta membangun pola
komunikasi dialogis yang mendorong warga untuk berpikir kritis. Kolaborasi dengan mitra lokal, dalam
hal ini Pemerintah Desa Wangandalem, memungkinkan kegiatan ini berjalan lebih kontekstual karena
selaras dengan kebutuhan desa dan realitas sosial setempat. Keterlibatan mitra lokal juga menjamin
keberlanjutan hasil, karena aparat desa ikut membangun rasa memiliki terhadap proses partisipatif
tersebut. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menghasilkan dokumen RKPDes yang lebih
inklusif dan representatif, tetapi juga menumbuhkan budaya musyawarah partisipatif yang dapat
diwariskan sebagai praktik berkelanjutan di Desa Wangandalem.

Hasil dan Pembahasan
1. Dinamika Partisipasi Warga dan Efektivitas Fasilitas Musdes.

Tidak hanya partisipasi warga dalam Musyawarah Desa (Musdes) yang meningkat, tetapi juga
kehadiran fasilitasi aktif yang memungkinkan diskusi terbuka dan inklusif. Selama Musdes RKPDes Desa
Wangandalem, ada fasilitator yang memahami prinsip deliberatif, baik dari akademisi maupun Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). Adanya fasilitator ini telah menciptakan ruang diskusi yang
lebih adil. Sebuah forum partisipatif yang memungkinkan kelompok perempuan, pemuda, dan pelaku
usaha mikro untuk menyampaikan ide secara terbuka telah berubah menjadi diskusi yang sebelumnya
didominasi oleh elit lokal.

A"

Gambar 2. Partisipasi Warga dalam MusyéWé
Sumber : Penulis, 2025

Teori demokrasi partisipatif tentang komunikasi deliberatif menekankan interaksi horizontal
dalam proses pengambilan keputusan kolektif (Dryzek, 2000). Kehadiran fasilitator independen dalam
Musdes terbukti mampu mengurangi bias struktural dan meningkatkan kualitas hasil musyawarah
(Megawati et al., 2024). Selain itu, atmosfer musyawarah non-hirarkis sangat penting untuk menciptakan
interaksi yang setara antara warga dan perangkat desa (Rahmah et al., 2024). Hasil Musdes
Wangandalem yang difasilitasi secara aktif menghasilkan draft RKPDes yang lebih bersemangat,
mencakup topik pembangunan seperti pengembangan pertanian organik, pelatihan UMKM, dan
infrastruktur dasar yang sebelumnya tidak muncul secara signifikan.

Partisipasi yang lebih luas dalam Musdes Wangandalem juga memperlihatkan adanya
pergeseran budaya politik desa dari pola dominasi elit menuju pola deliberatif yang lebih setara. Warga
yang sebelumnya pasif mulai berani menyampaikan pandangan kritis, sementara kelompok rentan
mendapat ruang untuk menegosiasikan kebutuhan mereka secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa
fasilitasi yang tepat mampu menciptakan redistribusi kuasa dalam forum desa, sehingga keputusan
pembangunan tidak lagi bersifat top-down, melainkan hasil kompromi kolektif. Lebih jauh, proses ini
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memperkuat legitimasi sosial terhadap RKPDes karena aspirasi masyarakat terakomodasi dengan lebih
baik, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola desa.

2, Penguatan Peran KPMD dan Pemetaan Potensi Berbasis Komunitas

Peran KPMD secara strategis dalam proses pemetaan potensi desa. Selama pengabdian,
KPMD berfungsi sebagai penghubung antara tim akademik dan masyarakat. Ini juga bertindak sebagai
pelaksana lapangan yang mengumpulkan data berbasis komunitas dengan menggunakan metode
mapping yang berpartisipasi. Metode ini mendukung ide Participatory Rural Appraisal (PRA) yang
melibatkan warga sebagai aktor utama dalam menentukan kondisi sosial dan sumber daya mereka
(Chambers, 1997). Dalam situasi ini, KPMD bertindak sebagai aktor pembangunan desa dengan peran
reflektif dan representatif.

Terbukti bahwa partisipasi KPMD meningkatkan akurasi dan kelengkapan data dalam
penyusunan RKPDes karena mereka mencatat tidak hanya aset fisik tetapi juga kondisi sosial seperti
jaringan ekonomi rumah tangga, kelompok rentan, dan potensi konflik lokal. Oleh karena itu, proses
perencanaan berpusat pada keadaan sosial yang sebenarnya dan tidak lagi berpusat pada administrasi
dan dokumen. Studi yang dilakukan oleh Kartikawati et al. (2024) menunjukkan bahwa desa yang
menggunakan teknik pemetaan komunitas cenderung menghasilkan dokumen RKPDes yang lebih
realistis dan dapat diterapkan. Pemetaan yang dilakukan di Wangandalem menemukan sumber air
alternatif. Kelompok UMKM baru ini belum tercatat dalam RPJMDes sebelumnya. Dalam situasi ini,
KPMD bertindak sebagai aktor pembangunan desa dengan peran reflektif dan representatif.

Gambar 3. Kader Pemberdayaan Masyarkat Desa (KPMD), melakukan pendataan awal
sebelum dilakukan musyawarah desa.
Sumber : Penulis, 2025

Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pendampingan tidak hanya ditentukan oleh
instrumen dan metode yang digunakan, tetapi juga oleh dinamika sosial lokal, termasuk peran tokoh
masyarakat serta hubungan historis antara warga dan pemerintah desa. Meskipun perencanaan telah
disusun secara menyeluruh, sebagian elit desa menunjukkan penolakan karena merasa khawatir akan
kehilangan kendali. Kondisi ini menegaskan bahwa penerapan pendampingan partisipatif tidak selalu
terbebas dari hambatan politik lokal. Secara teoritis, hal ini sejalan dengan temuan yang menekankan
bahwa struktur kekuasaan yang sudah mapan sering kali menjadi sumber resistensi terhadap upaya
partisipasi (Subejo & Supriyanto, 2023).

Untuk mengatasi hambatan ini, pendampingan yang netral dan berbasis kepercayaan sangat
penting. Dalam kasus Desa Wangandalem, komunikasi persuasif dengan fokus pada kepentingan
kolektif telah terbukti dapat meredakan konflik sosial dan menciptakan ruang diskusi yang lebih terbuka.
Tidak hanya alat teknis yang menentukan keberhasilan pendampingan partisipatif, tetapi juga struktur
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sosial, budaya, dan kemampuan pemimpin desa. Oleh karena itu, untuk pengabdian berbasis komunitas,
desain pendampingan harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan lokal.

3. Peran Akademisi sebagai Katalisator Transformasi Sosial.

Akademisi memainkan peran penting dalam mendorong perubahan sosial yang berbasis
partisipasi di tingkat desa. Penulis berperan penting sebagai koordinator akademik, fasilitator hukum,
dan pendamping strategis dalam kegiatan ini. Penulis membuat strategi intervensi yang menggabungkan
pemberdayaan hukum, penguatan kelembagaan lokal, dan pelatihan teknis yang didasarkan pada
Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020. Dr. Sanusi berfungsi sebagai perantara akademik,
menghubungkan dunia akademik dengan praktik sosial masyarakat desa (Checkoway, 2001). Secara
fungsional, penulis memfasilitasi diskusi kelompok terfokus (FGD), memimpin pelatihan teknis untuk
penyusunan RKPDes, dan memberikan pelatihan hukum tentang hak-hak warga dalam perencanaan
desa. Penulis mendorong tata kelola yang akuntabel dan prinsip deliberatif ke dalam suasana
musyawarah yang dialogis.

A h-——
Gambar 3. Penulis menjalankan peran sebagai Katalisator Transformasi Sosial, fasilitator

hukum, dan pendamping strategis
Sumber : Penulis, 2025

Peran transformasional akademisi adalah sebagai agen perubahan yang mendorong
masyarakat untuk berpikir kritis tentang struktur sosial-politik yang ada (Boyte & Kari, 2000). Selain
menyediakan pelatihan dan fasilitas, kontribusi iimiah penulis juga mencakup dokumentasi proses serta
evaluasi partisipasi sebagai bagian dari pengetahuan berbasis komunitas. Dari hasil pengabdian, penulis
menemukan bahwa dua masalah utama dalam perencanaan desa seperti Wangandalem adalah
dominasi keputusan top-down dan kurangnya integrasi data mikro-lokal ke dalam kebijakan. Metode
yang diusulkan penulis memperkaya diskusi tentang peran akademisi dalam tata kelola desa dengan
menekankan aspek hukum dan keadilan sosial. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan
bahwa kehadiran akademisi dalam proses perencanaan desa dapat meningkatkan kapasitas warga
sekaligus memperkuat keberdayaan kelembagaan desa (Rohandi & Husain, 2022).

Dengan demikian, peran akademisi dalam konteks pendampingan desa tidak hanya berhenti
pada aspek teknis maupun penyediaan pelatihan, tetapi juga mencakup fungsi strategis sebagai
penghubung antara ilmu pengetahuan dan praktik sosial di tingkat lokal. Kehadiran akademisi
memungkinkan adanya transfer pengetahuan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta transformasi
budaya politik desa menuju tata kelola yang lebih inklusif dan deliberatif. Lebih jauh, akademisi berperan
sebagai katalisator yang mendorong terjadinya perubahan struktural melalui integrasi data lokal,
pemberdayaan hukum, dan penguatan partisipasi warga. Hal ini menjadikan keterlibatan akademisi tidak

Sanusi Sanusi | 157



Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendampingan Penyusunan RKPDes Partisipatif di Desa
Wangandalem, Kabupaten Brebes
Vol 2, No 3, September (2025): Halaman: 152-160

hanya berdampak pada keberhasilan penyusunan RKPDes yang lebih representatif, tetapi juga pada
terbangunnya ekosistem sosial-politik desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Wangandalem menunjukkan bahwa
pendekatan pendampingan partisipatif dalam pembuatan RKPDes dapat meningkatkan partisipasi warga
dan meningkatkan kapasitas aparatur desa. Masyarakat yang sebelumnya pasif mulai terlibat dalam
proses pengambilan keputusan melalui Musyawarah Desa yang aktif dan dialogis. Proses ini
memungkinkan kelompok rentan untuk memberikan suara mereka dalam perundingan, yang
menghasilkan dokumen RKPDes yang lebih representatif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu,
pemetaan potensi desa berbasis komunitas yang melibatkan KPMD secara aktif juga meningkatkan data
dan menciptakan lebih banyak jalan untuk perencanaan pembangunan desa.

Akademisi, khususnya penulis memainkan peran penting sebagai katalisator transformasi
sosial. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh peran beliau dalam merancang intervensi berbasis
hukum pembangunan, memfasilitasi pelatihan teknis, dan membangun diskusi hukum di tingkat desa.
Namun, program juga menghadapi tantangan, terutama karena pemerintah lokal menentangnya, warga
tidak tahu banyak tentang perencanaan desa, dan kurangnya data dasar. Ini menunjukkan betapa
pentingnya strategi pendampingan yang mempertimbangkan aspek teknis selain mempertimbangkan
perubahan sosial, politik, dan budaya di dalam desa.

Kegiatan serupa harus dilanjutkan dengan sistem monitoring dan pelatihan yang lebih lanjut
berbasis siklus perencanaan tahunan desa untuk melihat dinamika dan hasilnya. Untuk mendampingi
desa secara berkelanjutan, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan LSM lokal harus bekerja sama
lebih erat. Ini terutama berlaku untuk memperkuat sistem data pembangunan desa dan meningkatkan
kapasitas kader lokal. Secara akademik, kegiatan ini memberikan kesempatan untuk penelitian lebih
lanjut tentang bagaimana partisipasi memengaruhi kualitas tata kelola desa dan seberapa efektif dana
yang digunakan oleh desa tersebut. Kami meminta pembaca, terutama para praktisi, pemangku
kebijakan, dan akademisi, untuk menggunakan pengalaman Desa Wangandalem sebagai inspirasi untuk
mengembangkan praktik pemberdayaan yang kontekstual dan berkeadilan di desa-desa lainnya..
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